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Potensi dan Sumber PAD Terus Digali 

 

https://gorontalopost.id/2023/04/05/potensi-dan-sumber-pad-terus-digali/  

Gorontalopst.id – Guna menjamin pembangunan yang berkelanjutan di daerah, Pemerintah Kota 

Gorontalo terus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali berbagai potensi dan sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar terus dikembangkan. 

“Upaya peningkatan PAD Kota Gorontalo, telah kami lakukan dengan cara mengoptimalkan 

penggarapan sumber dan potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan 

prosedur, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah,” ujar Wali Kota 

Gorontalo, Marten Taha, ketika memberikan sambutan pada sidang paripurna tingkat I dalam rangka 

penyampaian satu buah Ranperda Kota Gorontalo usul inisiatif eksekutif, Senin (3/4/2023). 

Ia mengatakan, salah satu komponen PAD Kota Gorontalo yang dapat didorong peningkatannya adalah 

PAD dari pajak dan retribusi. Dimana, kata dia, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

“Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang probadi atau 

badan,” tandas Marten. 

Sebelumnya, lanjut dia, pihaknya telah melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

melalui berbagai Perda Kota Gorontalo terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi 

kewenangannya. Namun, kata Marten, dengan diundangkannya UU nomor 1 tahun 2022 tentang 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mencabut dan menyatakan 

tidak berlaku lagi UU nomor 33 tahun 2004 dan UU nomor 28 tahun 2009. 

“Meskipun pemerintah daerah dengan Perda yang berkaitan pajak dan retribusi masih berlaku paling 

lama 31 Desember 2023. Oleh sebab itu, maka kami yang merupakan bagian dari NKRI wajib menindak 

lanjuti kebijakan dari pemerintah pusat dengan melakukan percepatan pembentukan Perda tentang 

pajak dan retribusi yang baru untuk menggantikan Perda Kota Gorontalo terkait dengan pajak daerah 

dan retribusi daerah yang lama, serta disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 

nomor 1 tahun 2022,” sambung Marten panjang lebar. 

https://gorontalopost.id/2023/04/05/potensi-dan-sumber-pad-terus-digali/
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Lebih lanjut, ia menyampaikan, pembentukan Perda tentang pajak dan retribusi yang baru, dibentuk 

berdasarkan UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah, dalam rangka untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui 

restrukrisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis 

retribusi. 

“Restrukrisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi 

satu jenis pajak. Yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan 

objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga bisa menghindari adanya duplikasi 

pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, sehingga manfaat yang diperoleh lebih 

tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak 

terintegrasi oleh daerah dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya, 

sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan,” tutup 

Marten. 

Sumber Berita: 

1. https://gorontalopost.id/2023/04/05/potensi-dan-sumber-pad-terus-digali/ [diakses pada tanggal 

06 April 2023]. 

2. https://gorontaloprov.go.id/penjagub-gorontalo-dorong-pemda-dan-swasta-gali-potensi-pad/ 

[diakses pada tanggal 06 April 2023]. 

Catatan: 

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah: 

A. pasal 1: 

1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan; 

4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan; 

https://gorontalopost.id/2023/04/05/potensi-dan-sumber-pad-terus-digali/
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5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau 

Bangunan; 

6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat 

PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau 

jasa tertentu; 

7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame; 

8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; 

9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara; 

10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet; 

11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota 

atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota 

terdiri atas: 

1) huruf a PBB-P2; 

2) huruf b BPHTB; 

3) huruf c PBJT; 

4) huruf d Pajak Reklame; 

5) huruf e PAT; 

6) huruf f Pajak MBLB; 

7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet; 

8) huruf h Opsen PKB; dan 

9) huruf i Opsen BBNKB. 

C. pasal 5: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf 

h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; 
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2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g 

merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak; 

3) ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah 

dan surat pemberitahuan pajak terutang; 

4) ayat (4) menyatakan bahwa Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak 

daerah; dan 

5) ayat (5) menyatakan bahwa Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib 

Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

D. pasal 6: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);  

2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan 

ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal: 

a) huruf a potensinya kurang memadai; dan/atau 

b) huruf b Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. 

3) ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 

E. pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas: 

1) huruf a Retribusi Jasa Umum; 

2) huruf b Retribusi Jasa Usaha; dan 

3) huruf c Retribusi Perizinan Tertentu. 

F. pasal 88: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: 

a) huruf a pelayanan kesehatan; 

b) huruf b pelayanan kebersihan; 

c) huruf c pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

d) huruf d pelayanan pasar; dan 

e) huruf e pengendalian lalu lintas. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka 
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pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara 

cuma-cuma. 

G. pasal 94 menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek 

Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat 

penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak 

dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan 

menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; 

H. pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam 

mempertimbangkan paling sedikit: 

1) huruf a kebijakan makroekonomi Daerah; dan 

2) huruf b potensi Pajak dan Retribusi.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 

A. Pasal 1: 

1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut. 

2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 
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8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati 

bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.  

B. Pasal 4: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegangan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan 

APDB, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama; 

c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPRD; 

C. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 

D. Pasal 89: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan 

PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a) kondisi ekonomi makro daerah;  

b) asumsi penyusunan APBD;  

c) kebijakan Pendapatan Daerah;  

d) kebijakan Belanja Daerah;  

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f) strategi pencapaian. 

3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan tahapan: 

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  
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b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang 

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana 

kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan  

c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-

masing Program dan Kegiatan. 

E. Pasal 90: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD; 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan 

DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus; 

3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah 

dalam menyusun RKA SKPD; 

4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

F. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama 

rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling 

lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada 

DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 

berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, 

untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman 

Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menyeri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan 

Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, pada: 

A. Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang 

selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi 

nasional yang  merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-
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19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau 

stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 

B. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang 

dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

C. Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi 

Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah 

dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa 

pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di 

Daerah sebagai bagian dari Program PEN. 

D. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah berbasis Kegiatan yang 

selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk 

membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah. 

E. Pasal 2A yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka 

mendukung program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) 

dilaksanakan dalam rangka: 

a. membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) untuk menutup defisit APBD;  

b. membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  

c. membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga 

kerja dari dalam negeri/lokal;  

d. membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam 

negeri/lokal di Daerah; dan  

e. membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang 

dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. 


